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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 

TENTANG 

PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN 

BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk mendukung percepatan dan peningkatan 

penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan 

pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, 

khususnya bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan beracun; 

b.  bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di 

bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun, perlu disusun standar operasional prosedur 

dalam melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan 

pemenuhan komitmen oleh usaha dan/atau kegiatan; 

c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan 

Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara 

Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan 

www.peraturan.go.id



2018, No.1699 -2- 

Kehutanan, perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai 

evaluasi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen 

bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun oleh usaha dan/atau kegiatan; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin 

Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5617); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan 

Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); 

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan 

Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 930); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH 

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI 

DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN 

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 

ELEKTRONIK. 

 

Pasal 1  

 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 

disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain 

yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dapat 

mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, 

dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 

serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup 

lain. 

2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 

disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang mengandung B3. 

4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi 

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau 

penimbunan. 

5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 
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adalah Perizinan Berusaha yang diberikan 

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan 

bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem 

elektronik yang terintegrasi.   

6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 

memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin 

Operasional.  

7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

(Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha 

dan/atau kegiatan.  

8. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasaadalah izin 

yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan 

usaha jasa mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan 

Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan/atau menimbun 

Limbah B3. 

9. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil 

Limbah B3adalah izin yang diberikan kepada Pelaku 

Usaha yang karena usaha dan/ atau kegiatannya 

menghasilkanLimbah B3 dan melakukan pengelolaan 

Limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan Limbah B3, 

pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, 

penimbunan Limbah B3 dan/ataudumping (pembuangan) 

Limbah B3. 

10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

pada bidang tertentu. 

11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah  identitas  Pelaku Usaha  yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran. 

12. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses 

pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan 
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persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin 

Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.  

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

15. Direktur Jenderal adalah Eselon I yang bertanggung 

jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3. 

 

Pasal 2  

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan 

Limbah B3, pengumpulan Limbah B3, pengangkutan 

Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah 

B3, penimbunan Limbah B3, dumping (pembuangan) 

Limbah B3, dan impor Limbah non B3 wajib memiliki:  

a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa;  

b. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk 

Penghasil Limbah B3; 

c. Rekomendasi pengelolaan Limbah B3 untuk 

pengangkutan Limbah B3; dan/atau 

d. Rekomendasi impor Limbah non B3. 

(2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 

untuk kegiatan: 

a. pengumpulan Limbah B3; 

b. pemanfaatan Limbah B3; 

c. pengolahan Limbah B3; dan 

d. penimbunan Limbah B3. 

(3) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

diberikan untuk kegiatan: 

a. penyimpanan Limbah B3; 

b. pemanfaatan Limbah B3; 
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